
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3936); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4420); 

1 . • 
• Mengingat 

bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 38A ayat (2) pada 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07 /2022 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, menetapkan 
"Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penggajian formasi 
PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang 
kesehatan; dan/ atau bidang pekerjaan urnum", untuk itu 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 86 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023; 

• 
• Menimbang 

BUPATI MUARO JAMBI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARO JAMBI 
PROVINS! JAMBI 

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI 
NOMOR lJ- TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI 
NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 
TAHUN ANGGARAN 2023 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 
ten tang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 211 /PMK.07 /2022 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan 
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi 
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1334); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara. Pemerint-ah Pusa.t clan Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 
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(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 354,442,573,008,- (tiga ratus lima 
puluh empat milyar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh 
puluh tiga ribu delapan rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja Barang; 
b. belanja Jasa; 
c. belanja Pemeliharaan; 
d. belanja Perjalanan Dinas; dan 
e. belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/ Masyarakat. 

Pasa1 is 

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga 
Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 86 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 Nomor 86), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 04 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 86 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Muaro Jambi Tahun 2023 Nomor 04) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

PasalI 

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 86 
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO 
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2023. 

• 
• Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 86 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 
Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bupati Muaro Jambi Nomor 04 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 86 
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro 
Jambi Tahun 2023 Nomor 04); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2022 
Nomor 04); 
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BUDHIHARTONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2023 NOMOR J.6 

Diundangkan di Sengeti 
pada tanggal 1 jUft 2023 

SEKRETARLS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, 

Ditetapkan di Sengeti . 
pada tanggal Jj jcJ 11 2023 

Pj. BUPA MUARO JAMBI, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi. 

2. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V Peraturan 
Bupati Muaro Jambi Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 
2023, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini, 

Pasal II 

(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 91, 142,436,322,- (sembilan puluh satu milyar seratus empat 
puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua 
rupiah). 

(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b direncanakan 
sebesar Rp. 158,081,187,814,- (seratus lima puluh delapan milyar delapan 
puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas 
rupiah). 

(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
direncanakan sebesar Rp. 10,120,472,712,- (sepuluh milyar seratus dua 
puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus duabelas rupiah). 

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 81,354,513,869,- (delapan puluh satu milyar tiga 
ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus enam 
puluh sembilan rupiah) 

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 3,757,989,993,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta 
sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh 
tiga rupiah). 
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